BAB Il

LANDASAN LITERATUR

2.1. Landasan Teori

2.1.1  "Feovi Atribusi (Afribution Theory)

Teort Atribusi pertama kali dikemukakan oleh (Fritz Helder, 1958) dalam
(Lita Novia Yulianti, 2022) yaitu bahwa setiap perilaku dapat ditingan melalur 2
faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan
dorongan yang berasal dan dalam din individu ita sendiri, seperti sifat, sikap,
karakter, kemampuan dan motivasi pribadi. Sedangkan faktor ekstemal mempakan
dorongan yang beragal dan luar kendali individu, seperti situasi, kondisi
lingkungan, tekanan sosial, maupun kebijakan yang berdaku, Teori i mengacu
tentang bapaimana sescorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau
dirinya sendiri, yang akan ditentukan apakah berasal dari internal misalnya sifat,
karakter, sikap, ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu

yang memberikan pengaruh terhadap pecilako (Palupi & Arifing, 2023).

Teori Atribusi relevan dalam konteks perpajakan karena perilaku kepatuban
wajib pajak tdak banya ditentukan oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil
interaksi antara kondisi internal dan tekanan ekstemal yang dialami wajib pajak.
Kepatuhan wajib pajak terkait erat denpan sikap wajib pajak dalam membuat
penilaian (ersebul sangat dipengaruhi oleh faktor intemal maupun ekstemal yang
ada pada din sendin, Pertlaku yang disebabkan secara internal adalah penlaku yang

diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendid, seperti cin
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kepnibadian, kesadaran, dan kemampuan, sedangkan perilaku yang discbabkan
sccara cksternal adalah perilaku yang dipengarulu dan luar, yang mana individu
akan terpaksa berperilaku demikian karena situasi tertentu. Dengan demikian,
faktor-faktor internal maupun cksternal tersebut pada akhimya memengaruhi
keputusan wajib pajak untok patuh atau tidak patuli dalam memenubi kewajiban

perpajakannya (sa’diyah etal., 2021).

Dalam konteks penelitian i, teon atribusi digunakan sebagai landasan untak
mengklasifikasikan vaviabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan waph pajak
UMKM ke dalam dua kategori. Pertama, pemahaman perpajakan dikstegorikan
sebaga faktor internal, karcna pemahaman merupakan kemampuan kogaitf yang
tumbub dari dalam diri wajib pajak it sendiri. Berdasarkan teon atribusi,
pemahaman perpajakan termasuk ke dalam dispositonal attribution (penyebab
intemal) yang mengacu pada perilaku individu, seperti kepribadian, persepst diri,
kemampuan, dan motivasi (Palupi & Arnfin, 2023). Peanahaman perpajakan
mencerminkan se¢janh mana wigth pajak memahami aturan, mekanisme pelaporan
dan pembayaran pajak, serta pentingnya kewajiban perpajakan (Hazmi et al., 2020).
Semakin tinggi pemahaman yang dimiliki wajib pajak, semakin besar pula
dorongan dari dalam dirinya untuk memenuhi kewajpiban perpajakan sccara
sukarela. Sebaliknya, wajib pajak yang tidak memahami perpajakan deagan baik
cenderung memiliki kesadaran vang lebib rendah, sehingga kepatuhannya dalam

membayar pajak pun akan semakin menurun (sa’diyah etal, 2021).

Sosialisasi perpagakan dan tanif pajak dikategorikan sebagai faktor eksternal,

karena keduanya merupakan kebijakan dan upaya yang bersumber dan luar dini
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wajib pajak, yaitu dari Direktorat Jenderal Pajak selaku oloritas perpajakan.
Berdasarkan teon atribusi, kualitas kebijakan dan sosialisass yang dilakukan oleh
aparal pajak termasuk sebagai penyebab eksternal karena difakukan oleh pibak luar
yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan sikap maupun
tindakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sostalisasi perpajakan
merupakan bentuk intervensi cksternal yang bertujuan memberikan informasi,
pengetahuan, dan embinaan kepada wajib pajak sehingpa mereka lebih termotivasi
untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Daud Dahneyar, 2023). Sedangkan tarif
pajak merupakan ketentvan yang ditetapkan pemermtah melalm  peraturan
perundang-undangan schingga berada sepenuhnya i luar kendali wajib pajak

(Dewi et al, 2020),

Dalam konteks kepatnhan ini, Teori Atribusi diterjemahkan sebagai landasan
bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memahami dan mengarahkan faktor penyebab
tindakan kepathan pelaku UMKM melalm kebijakan dan cdukasi perpajakan.
Faktor eksternal dikendalikan oleh otoritas perpajakan melalnn kebijakan tanf pajak
dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang aktif. Sementara itu faktor internal
diperkuat secara sistemalis melalui program edukasi perpajakan yang lerarah,
Ketika wajib pajak UMKM memahami dasar hukum, kegunaan vang pajak, dan
prosedur pelaporan secara mandin, maka kesadaran untuk memenuhi kewajiban

perpajakanuya akan bergeser dari faktor eksternal menjadi dorongan internal
2.1.2 Sosialisasi Pajak

Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi pajak termuasuk Faktor eksternal karena

berasal dari luar din wapib pajak, yaitu dac pemerintah atau otoritas pajak. Kegiatan
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sosialisasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
wajib pajak, namun pelaksanaannya harus elisien dan memanfaatkan berhagai

media yang lebih familiar bagt masyarakat (Juliantan et al, 2021).

Sosialisasi pajak mempakan salah satu wpaya yang dilakukan oleh
pemerintah, klnsusnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk memberikan informasi,
edukasi, dan pemahaman kepada wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan yang
berlaku. Sostalisasi pajak bertujuan agar wajib pajak mengetahui hak dan
kewajibannya serta mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.
Dalam kooteks perpajakan, sosialisasi tidak hanya berupa penyampaian nformasi,
tetapi juga menjadi sarana pembinaan untuk meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan wajib pajak.

Bagi pelaku UMKM, sostalisasi pajak memiliki peran yang penting Karena
masth banvak wajb pajak vang belum memahami tala cara perpajakan secara
menyeluruh Melalui sosialisasi, wajib pajak dapst memperoleh penjelasan
mengenat pendaftaran, perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Hidayat
& Dewayanto (2024) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman wajb pajak terhadap peraturan perpajakan sehingea

dapat mendorong kepatuhan wajib pajak

Pelaksanaan sosialisasi perpajakan i Kota Semarang juga menunjukan
adanya upaya aktif dari otoritas pwak dalam meningkatkan pemahaman wapb

pajak, kKhususnya pelako UMKM. Kegiatan sostalisasi tersebut difakukan melalu
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berbagai bentuk. baik secara tatap muka manpun daring, sebagaimana dirangkum

pada tabel berikut:

Tabel 2. | Data Pendukung Sosialisasi Pajak di Kota Semarang

| No | ‘Tahun Kegiatan Jumlah Peserta Bentuk Sosialisasi

1. 2025 BDS KPP Pratuma | 35 Pelaku UMKM | Edukast perpajakan
Semarang UMKM
Candisari

2, 2025 Edukasi 40 Koperasi Aktif | Edokasi kewajiban
perpajakan KPP perpajakan
Semarang Tengah
& Dinas Koperasi

3. 2023 Kelas Pajak 72 WP LUMKM Edukasi insentif
Virtual KPP pajak UMKM
Semarang Sclatan

Ll 2023 BDS Kanwil DJP | 60 Pelakua UMKM | Pembinaan dan
Jawa Tengah 1 difabel edukasi perpajakan

. 2024 Edukasi 39 Pelaku Usaha Edukasi kewajiban
perpajakan perpajakan UMKM
UMKM KPP
Candisari

Sumber : Dircktorat Jenderal Pajak (DJP) 2023-2025, diolah (2026).

Berdasartkan Tabel 2.1, dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan di Kota
Semarang telah dilaksanakan melalm berbagai bentuk kegiatan, sepertt Business
Development Service (BDS), edukasi kewajiban perpajakan, dan kelas pajak
virtual, Sasaran kegiatan tersebut tidak hanya pelaku UMKM secara umum, Tetapi
Juga koperasi serta kelompok UMKM tertentu penyandang disabilitas, Hal ini
menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan di Kota Semarang telah dilakukan secara
akuf dan beragam sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan Kepatuban wajib
pajak. Sosialisas: pajak dapat dipahami sebagai proses penyampaian informasi dan
edukasi peapajakan yang bertujuan untok meningkatkan pengetahuan, kesadaran,

dan kepatuhan waypib pajak, khususnya pelakn UMKM
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Bentuk sosialisasi perpajakan yang paling efektif bagi pelaku UMKM saat ini
adalah kombinasi antara edukasi digital serta pendampingan langsung secara tatap
muka, Implikasmya yaitu KPP Pratama Candisart meoerapkan  edukasi

perpajakannya menjadi lebih humanis dan aplikatif,

2.1.3  Tarif Pajak

Berdasarkan tcon atribusi, tanf’ pajak fermasuk faktor ckstemal karena
ditetapkan oleh pemerintah dan berada diluar kendali wajib pajak. Apabila tanf
pajak dipersepsikan adil dan tidak memberatkan, maka wajib pajak cenderung lebih

patuh dalam memennhi kewajiban perpajakannya.

Tarif pajak mempakan presentase atau besaran tertentn yang digunakan
sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
Tarif pajak menjadi salah sata unsur penting dalam sistem perpajakan karena
berhubungan langsung dengan besarmya beban pajak yang ditanggung wajib pajak.
Oleh karena itu, penctapan tarif pajak harus memperbatikan asas keadilan,

kemampuan wapb pajak, serta kondisi ckonomi masyarakat.

Bagi pelaka UMKM, tarif pajak menjadi hal yang penting karena dapat
memengaruhi kemampuan usaha dalam memenngi kewajiban perpajakan. Tant
pajak yang diznggap terlaln tinggi dapat menimbulkan persepsi bahwa pajak
merupakan beban, sedangkan tarif yang lebih ringan dan adil cenderung lebih
mudah diterima oleh wajib pajak (Zulma 2020} menjefaskan bahwa tarif pajak
yvang sesuai akan membantu  wajib pajak  dalam  menjalankan  kewajiban

perpajakannya tanps merasa terdaln terbebam, Tanf pajak dapat dipahani sebaga
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ketentuan besaran pajak yang harus dikenakan kepada wajb pajak, yang dalam

pelaksanaannya dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM,

Dalam konteks perpajakan UMKM di Indonesia, kebijakan tanif PPh final
sebesar 0.5% menjadi beatuk upaya pemerintah untuk membernikan kemudahan dan
mendorong kepatmban wapb pajak. Perscpsi mengenai keadilan tanifl memegang
peranan krusial dalam membentuk kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. Ketika
pelaku usaha merasa persentase tarif yang ditetapkan adil dan sesuat dengan
lkeemampuan ekonomisnya, akan muncul dorongan moral mtemal untuk melapor
secara jujur, Kebijakan tarif yang adil terbukti mampu menggeser perilaka wayb

pajak yang semula patuh kareaa takut sanksi, menjadi sadar karena sukarela.

2.1.4 Pemahaman Pajak

Berdasarkan teoa atribusi, pemahaman pajak termasuk faktor internal karena
berasal dari dalam diri wajib pajak, yaitu berupa pengetahuan dan kemampuan
individu dalam memahami perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman
yang baik cenderung lebih sadar dan lebth patuh terhadap kewayiban
perpajakannva. Hal ini didukung oleh penelitian Dahmiyar Dand (2023) vang
menunjukan bahwa pemahaman perpajakan  berpengarub  positif terhadap
kepatuhan wayib pajak,

Pemahaman pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk mengetahui,
mengerti, dan menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemahaman pajak

sangat penting dalam sistem Sclf Assessment System, karena wapb pajak diber

kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendin pajaknya Olch
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sechab itu, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, maka
semakin besar kemungkinan wanb pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan

benar,

Bagi pelakna UMKM, pemahaman pajak sering menjadi tantangan karena
tidak semua pelaku usaha memiliki latar belakang administrasi atan perpajakan.
Kurangnya pemahaman dapat menycbabkan kesalahan dalam  perhitungan,
pembayaran, maupun pelaporan pajak. Mudiarti & Mulyani (2022) menjelaskan
bahwa pemahaman pajak berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam

memahami aturan, prosedur, serta fungsi pajak dalam kehidupan bernegara

Pemahaman pajak dapat diartikan ketika wajib pajak memaham bahwa pajak
adalah sumber pencrimaan negara, mengetahui informasi dan sosialisasi pajak yaug
diadakan pemerintah, memahami cara kerja sistem lapor pajak secara mandin Sedf
Assessment System, mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka, serta

memahami semua fungsi dari pajak itu seadirt (Hazmai et al, 2020),

Peningkatan pemahaman perpajakan merupakan instrumen utama dalam
membangun kepatulian jangka panjang yang berkelanjutan. Pelaku UMKM idak
hanya paliam mengenal nominal taif, tetapi juga pabam cara menghitung, melapor,
serta fungsi nang pajak bags pembangunan, pemenuhan kewapban yang tidak lag
dranggap menjadi beban Edukast yang konsisten untuk memperdalam pemahaman
ini akan membentuk kesadaran internal yang kokoh, sehingga wapb pajak tetap
patuh secara konsisten dalam jangka panjang meskipun terjadi perubahan reuglasi

di masa depan,
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2.1.5 Kepatuhan Pajak

Berdasarkan teoni atribusi, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor mternal,
seperti pemahaman perpajakan, serta faktor cksternal sepertt sosialisasi pajak dan
tanf pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak tidak muncul dengan
sendirinya, melainkan (erthentuk dari kombinasi pengetahuan, persepsi, dan

kebijakan yang berlaku.

Kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan
kewayiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaka. Kepatuhan pajak
menjadi safah satu unsur penting dalam sistem perpajakan karena berhubungan
langsung dengan penerimaan negara Wajib pajak yang patuh tidak hanya
membayar pajak, tetapr juga menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya

secara benar dan tepat wakmu,

Kepatuhan pajak pada dasamya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kepatuhan
formal dan kepatuban material, Kepatuhan formal berkaitan dengan kewajiban
administratif, seperti pelaporan SPT tepat waktu, sedangkan kepatuhan matenal
berkaitan dengan kebenaran isi dan perhitungan pajak yang dilaporkan. Dalam
penelitian ini, kepatuhan pajak difokuskan pada perilakuo wajib pagak UMKM dalam

memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan sesuai aturan.

Meskipun demikian, masalsh umum yang sering muncul adalah masih
banyak masyarakat yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya, berakibat pada
rendahnya ungkat kepatuhan wajib pajak terdaftar dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan di [ndonesia (Hantono & Siantun, 2022).
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Bagi pelaku UMKM, kepatuhan pajak masih menjadi tantangan karena
dipeagaruhi oleh beberapa faktor, baik dan dalam maupun luar din wayib pajak.
Dalam penelitian ini, kepatahan pajak digunakan sehagai variabel dependen, yaitu
variabel yang dipengaruhi oleh sosialisasi pajak, tarif pajak, dan pemahaman pajak.
Semakin baik sosialisasi yang diterima, semakin sesuai tarif pajak yang berlaku,
dan semakin tinggi pemabhaman wajib pajak, maka semakin tinggt pula tingkat

kepatuhan wagib pajak UMKM.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penclitan  terdahulu  merupakan  scrangkaian  penelitian  yang  sudah
dituntaskan oleh peacliti sebelummya dan memiliki hubungan vasiabel, tema, atan
isn yang sudah ditelii. Penchiban terdahulu berperan sebagai landasan empiris
untuk memahami perkembangan penelitian pada bidang terkait, mengevaluasi
kesesuaian  maupun  perbedaan  lemuan  penclitian, serta mengidentifikasi
kekurangan pencliian  (research gap) yang dapat dijadikan dasor dalam

merumuskan arah dan kentribusi penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 2. 2 Ringkasan Penclitian Terdahulu

No | Penelitian Judul Penelitian Variabel Penelitian | Hastl Penclitian
l (Purba et al,, 2023) Pengaruly -Vanabel Pengetahuan  Perpajakan
Pengetahuan Dependen berpengaruh positif dan
Perpajakan, Kepatuhan Pajak | signifikan tethadap
Sosialisasi Pajak Dan Kepatuban  Wajib  Pajak
Tarif Pajak Terhadap | -Vanabel UMEKM. Tanf Pajak juga
Kepatuban Wajib | Independen : berpengaruh  positil dan
Pajak UMKM  Di | Pengetahuan signifikan terhadap
Kota Medan Perpajakan (H1) Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di Kota Medan.
Sosmalisas Namun, Sosialisasi Pajak
Perpajakan (H2) tidak memiliki pengaruh
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No | Penelitian Judul Penelitian Variabel Penelitian | Hasil Penelitian
Tarif Pajak (H3) terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM.
.| (Wangi etal, 2023) | Pengaruh ~Variabel Soswalisasi  ini tidak
Pengetahuan Dependen - | berpeagaruh terhadap
Perpajakan,  Sanksi, | Kepatuhan Pajak | kepatuhan Wajib  Pajak.
Tanf, Sostalisasi dan Tarif pajak tidak
Kualitas  Pelayanan | -Vanabel menunjukan  pengaruh
Pajak terhadap | Independen signifikan terhadap
kepatuhan Wajih | Pengetahuan Pajak | tmgkat kepatuhan Wapb
Pajak dalam | (H1) Pajak dalam membayar
Membayar Pajak PKB di Kantor SAMSAT
Kendaraan Bermotor | Sanksi Perpajakan | Badung.,  Pengetabuan
pada Kantor Samsat | (H2) Perpajakan yang dimilika
Kabupaten Badung Wajib  Pajak  justru
Tarif Pajak (H3) terbukt berpengaruh
positif dikarenakan
Sosialisasi pengetahuan ini dianggap
Perpajakan (H4) sebagat upaya
mendewasakan pemikiran
Kualitas Pelayanan | Wajib Pajak mengenm
Pajak (115) kewagiban mercka.
¥ (Sugivami et al, | Pengaroh  Sosialisasi | -Vanabel Scluruh  variabel  yang
2022) Pajak, Pengetahuan | Dependen ditelitt memiliki pengarah
Pajak, Kualitas | Kepatuhan Pajak | positif dan  signifikan
Pelayanan, secara parsial terhadap
Sanksi Pajak, | <Vanabel Kepatuhan Wajib Pajak
Kewajiban Moral | Independen :
Terhadap Kepatuhan | Sosialisasi  Pajak
Wajib Pajak (H1)
Keadaraan Bermotor
Di Kecamatan | Pengetainan Pajak
Mengwi  Kabupaten | (H2)
Badung
Kualitas Pelayanan
(H3)
Sankst Pajak (114)
Kewajiban  Moral
(HS)
1. (Dahnryar Daud | Dampak  Sostalisasi | -Vanabel Sosialisasi  Perpajakan
2023) Perpajakan, Tanf | Dependen . | berpengaruh positif
Pajak dan | Kepatuhan Pajak | karena wajib pajak dapat
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Nao Penelitian Judul Penelitian Vaniabel Penelitian | Hasil Penelitian
Pemahaman memahami secara
Perpajakan terhadap | -Vanabel universal peran
Kepathan Wajih | Independen fondamental pajak  bagt
Pajak Sosialisasi pembangunan negara,

Papajakan (H1) | Tanif pajak berpengaruh
positifl mengingat il
Tarif Pajak (H2) memupakan  presentase
penentn  besaran  pajak
Pemahaman terutang, sehingga wajib
Perpajakan (H3) pajak  dapat memenuht
kewajibannya tanpa
terbeban. Dan
pemahaman  perpajakan
secara  langsung  akan
meningkatkan tingkat
kepatnhan mereka dalam
mementhi kewajiban
perpajakannya, sehingga
berpengaruh positif dalam
kepatuhan pajak.

5. (Hidayat & | PENGARUH ~Variabel Sosialisasi pajak

Dewayanto 2024) | SOSIALISASI Dependen : berpengaruh  positif dan
PERPAJAKAN, Kepatuhan Pajak | berkoatribusi pada tingkal
KESADARAN kepatnhan  perpajakan
WAJIB PAJAK, | ~Vauabel UMKM. Tanf pajak
PEMAHAMAN Independen - positif, namun
PERPAJAK AN, Sosialisasi pengaruhnya tidak
DAN TARIF PAJAK | Perpajakan (H1) signifikan terhadap
TERHADAP tingkat kepatuhan
KEPATUHAN Kesadaran perpayakan UMKM,
WAIJIB PAJAK | Perpajakan (H2) Demikian pula,
PELAKU E- pemahaman pajak
COMMERCE Pemahaman memiliks pengaruh positif

Perpajakan (H3) tetapi  tidak bermakna
secara siguifikan terhadap
Tarif Pajak (H4) kepatuhan  wajib  pajak

UMKM, yang utamanya
dischabkan olch
kuranguya  pengetahuan
pajak di kalangan pelaku
UMKM e-commernce.
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Berdasarkan penchitian-penchitian terdshulu yang telah dipaparkan, terdapat
beberapa research gap yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini. Meskipun
penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, hasil yang
diperoleh dan berbagar studi tersebut belum menunjukkan keseragaman. Hal inilah
yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa penelitian ini perlu untuk

dilakukan,

Pada variabel sosialisasi perpajakan, hasil yang diperoleh dari berbagai
penelitian sebelumnya masih saling bertentangan. Sugiyani et al. (2022), Dahniyar
Daud (2023), serta Hidavat & Dewayanto (2024) sama-sama menemukan bahwa
sostalisasi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Namun, Purba et al., (2023) dan Wangi et al., (2023) justru mendapatkan hasil yang
berbeda, di mana sosialisasi perpajakan tidak terbukti  berpengaruh  secara
signifikan. Perbedaan hasil im  meounjukkan babwa efcktivitas sosialisasy
perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak tampaknya sangat bergantung
pada kondisi dan karakteristik responden yang diteliti, sehingga masih perfu diuji
kembali pada kelompok wajib pajak yang berbeda.

Hal serupa juga terjadi pada variabel tanf pajak. Purba et al., (2023) dan
Dahniyar Daud (2023) menyimpulkan bahiwa tarf pajak berpengaruh signifikan
techadap kepatuhan wajib pajok, sedangkan Wangi et al., (2023) tidak menemukan
adanya pengaruh yang berarti. Sementara itu, Hidayat & Dewayanto (2024)
menemukan pengarah positif namun nilainya tidak cukup signifikan secara

statistik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa temuan terkait tarif pajak masth belum

27



stabil dan kemungkinan besar dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang responden

maupun kebijakan pajak yang berlaku di masing-masing daerah penelitian.

Begitu pula dengan variabel pemahaman perpajakan yang hasilnya juga
belum seragam. Dahniyar Daud (2023) menemukan pengaruh yang positif dan
signifikan, namun Hidayat & Dewayanto (2024) hanya menemukan pengarnh
positif yang tidak signifikan. Menurut Hidayat & Dewayanto (2024), hal tersebit
tergadi karena tingkat pengetahuan pajak di kalangan pelaku UMKM e-commerce
yang menjadi respondennya masih tergolong rendah. Ini mengisyaratkan bahwa
pengaruh pemahaman perpajakan bisa jadi sangat berbeda hasilnya apabila diuji
pada segmen pelaka [UMKM yang berbeda pula,

Selain perbedaan hasil temuan tersebut, mayoritas peaclitian terdahulu juga
dilakukan pada objek yang berbeda dengan penelitian ini. Wangi et al | (2023) dan
Sugryani ¢t al., (2022) menehti wajib pajak kendaraan bermotor, Hidayat &
Dewayanto (2024) berfokus pada pelakn UMKM e-commerce, sesta Purba et al |
(2023) mengambil lokasi penclitian di Kota Medan. Penelitian yang secara khusus
mengkaji wajib pajak pelaku UMKM di wilayah KPP Pratama Candisari Kota
Semarang masih sangat jarang ditemukan, sehingga tidak dapat begiu saja
diasumsikan bahwa temuan dari penelitian-penelitian tersebut akan berlaku sama
di wilaynh ini. Oleh karena itw, penelitian ini dilakukan untok menguji kembali
pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Candisan

Kota Semarang,
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2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir merupakan dasar permikiran dani
sebuah penelitian yang merapakan gabungan data, pengamatan, dan studi literatur.
Oleh karenaitu, kerangka pemikiran mencakup teori, argumen, dan pengertian yang
akan menjadi landasan dalam penclitian Dalam kerangka pemikiran, variabel yang
diteliti dijelaskan secara rinei dan berkaitan dengan isu yang dibahas, sehmgga bisa
digunakan sebagai acuan untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian
(Syahputri et al., 2023).

Dalam kerangka pemikiran penelitian ini terdapat 4 variabel yang terdin 3
variabel mdependen vaitu sosialisasi, tanif, dan pemabaman perpajakan. Dan satu
dependen yaitu kepatuhan pajak. Berikut gambar keranghka pemikiran merapakan
bagian dalam penclitian yang menjelaskan hubungan variabel untuk menjawab

rumusan masalah penelitian dan disusun dalam bentuk bagan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikivan
Sosiatsas!
Pajak
(X1)
Tar! Pajak Mggi::‘"
(X2) tv)
Pemahaman
Pajak
{X3)




2.4. Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Rerdasarkan teon atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958), sosialisasi
perpajakan dikategorikan scbagai faktor cksternal yang berasal dari luar diri wajib
pajak. Schagai faktor eksternal, sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat JTenderal
Pajak berperan dalam membentuk persepsi dan perddaka wajib pajak dari luar.
Ketika informasi perpajakan disampaikan secara efektif melalui berbagai media
sosial, wajib pajak akan Icbih memahami hak dan kewajibannya schingga terdorong
untuk bersika patah, Hal i sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa
faktor cksternal seperti sitvasi dan kondisi lngkungan dapat memengaruhi
keputusan individu dalam berperilaku, termasuk dalam memenoh: kewajiban

perpajakan (sa’diyah ct.al 2021).

Kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara Dirgen Pajak untuk
memberi pengelahuan kepada masyarakat tentang peraturan pajak ataupun scgala
seluk-beluk tentang perpajakan (Yant et al_, 2022). Melalui sosialisasi perpajakan
vang menyeluruh, pengetabuan calon wajib pajak tentang keberagaman aspek
perpajakan dapat memngkat. Tanpa adanya komunikasi yang baik kepada wajib
pajak, mereka skan menghadapn tantangan dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan meceka (Sugryam et al., 2022)

Dengan sosialisasi ini juga masyarakat atan Wajib Pajak menjadi paham
tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak, yang

pada akhirnya hal tersebut  akan  membuat  Wapb  Pajak  mengadi  patuh
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dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya. Dengan sosialisasi ini juga
masvarakat atan wajib pajak menjadi paham tentang mantaat membayar pajak serta
sanksi jika tidak membayar pajak, yang pada akhirnya hal tersebut akan membuat
witjib pajak menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Suct ct
al, 2023).
HI1= Sosialisasi Pajak Berpengaruh positif terhadap Kepatohan Wajib Pajak
2.4.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanif Pajak merupakan landasan pengenaan pajak terhadap objek pyjak yang
harus dipenuht oleh wajib pajak. Umumnya, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk
presentase yang felal ditetapkan oleh pemerintah (Dewi et al., 2020). Tarif pajak
yang tinggi menimbalkan persepsi beban yang mengurang: penghasilan. Akibatnya,
wajib pajak termotivasi untuk mengecilkan kewajiban pajak mereka, yang dapat

berujung pada penggelapan pajak (Auliana & Multaqin, 2023)

Untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia, Pemerintah
menerapkan strategi berupa kebijakan wiensif, salah satunya adalah dengan
mengurangi tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% (Zulma, 2020). Dalam kevangka
teori atribusi, tanf pajak termasuk ke dalam faktor eksternal yang sepenubnya
berada di luar kendali wigib pajak karena ditetapkan melalui kebijakan pemerintah,
Schagai faktor cksternal, besaran lanf pajak akan memengaruhi cara wajib pajak
menilai kewajiban perpajakannya. Tarif yang dirasakan terlalu memberatkan
berpotensi mendorong wajib pajak untuk mencari celah guna memperkecil

pajaknya, bahkan hingga mengarah pada ketidakpatuhan.
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Sebaliknya, tarif yang dianggap adil dan tidak memberatkan akan membentuk
persepsi positil” yang mendorong wayib pajak untuk secara sukarela memenuhi
kewajibannya (Arifin, 2023). Dengan demikian, kebijakan penurunan tarif PPh
Final menjadi 0.5% diharapkan mampu memperkuat dotongan cksternal bagi
pelaku UMKM untuk lebth patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

mereka
H2 = Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.3 Pengaruh Pemahaman Pajak tevhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman Pepajakan merupakan  salah satu faktor penting  bag
pemerintah untuk mendorong kepatuhan Wajb Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya (Fatmawats & Adi. 2022). Pemahaman pajak yang mendalam adalah
kunci bagi wajib pajak wntuk menghindan pelanggaran dan mengoptimalkan
manfaat pajak. Pemahaman ini meningkatkan efisiensi dalam memenuhi kewzjiban

dan memudahkan pemanfaatan intensif pajak yang ada (Sinuhajt et al., 2024),

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman perpajakan dikategorikan sebagat
faktor internal karena merupakan kemampaan kognitif yang tumbuh dari dalam diri
wajth pajak itu sendin, Pemahaman yang dimaksud mencakup sejauh mana wajib
pajak mengerti aturan, prosedur, serta hak dan kewajibannya dalam sistem
perpajakan. Semakin tinggi pemahaman yang dimiliki, semakin besar dorongan
yang muncul dani dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara
sukarela tanpa perlu paksaan dari pihak Inar. Sebaliknya, rendahnya pemahaman

perpajakan akan menyebabkan wayib pajak kesulitan datam menjalankan kewagiban
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perpajakannya, yang pada akhirnya berujung pada ketidakpatuban (Arifin, 2023).
Hal mi sejalan dengan teon atribusi vang menegaskan bahwa perilaku kepatuhan
seseorang sangat ditentuka oleh faktor internal yang ada pada divinya (Hidayat &

Dewayanto 2024),

H3 = Pemahaman Pajak Berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak
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